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BUPATI PlNRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATIJRAN BUPATI PINRANG 
NOMOR M"" TAHUN 2023 

TENTANO 
KEOUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TIJGAS DAN FUNOSI SERTA TATA 

KERJA DINA$ PERINDUS'TRJAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN 
SUMBER DAYA MINERAL 

BUPATI PINRANO, 

Menimbang a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Pungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, 
Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 68 
tentang Kedudukan, Susunan Organisas.i, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perinduetrtan, 
Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral; 

b. bahwa Pcraturan Bupati sebagaimana dimaksud dala.m 
huruf a, sut:IAA tidal< sesuai lagi dengan i,trkem!:>enpn 
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daemh serta 
perkembrutgan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dina.s 
Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya 
Min�f!l, �hin� �TI\.I �i�ti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 9ebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pertu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organ1u.si, Tugaa dan Fung:si eerta Tata Kerja Dina& 
Perinduauian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya 
Mineral. 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Oaerah-daerah Tlngkat II di Sulawesi 
(Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Ti.mbahaii Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
{Lcmbaran Negara. Repubhk Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmba.ran Negara Republik 
Indonesia. Nomor 5234) !JCbagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhu- dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Pembahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 680 \); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil Negara (Lembo.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara I Republik Indonesia Nomor 5494); 

- 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l.embe.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 lentang Cipta Kerja menjadl Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor JO Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), ecbagaunana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 58881 sebagaimana telah 
diubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan A.ta.a Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Dacrah 
(J..cm� N°�gilr.!. �p4))Jik lm!PJJ.e�ifJ TEµi.4n io1� 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembanm Negara 
�i:;p�bli� ,nq9p� Tahu!'! �0!7 !'f�or 6�, T�LJ!'!l?eJ!� 
Lembanrn Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
ecbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinlah 
Nomor 17 Ta.hun 2020 1entang Perubahan atas 
Pera1uran Pcmcrintah Nomor 11 Ta.hun 2017 tentang 
Manajcmcn Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Ne_gara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Bil'Okrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 
2020 1entang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Pinrang Tahuni 
2020 Nornor 6). 

\ 
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MEMU'l'USKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANO KEDUDUKAN, SUSUNAN 
OROANISASI, TUOAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
OINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN 
SUMBE:R DAYA MINERAL. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pua! 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupe.ten Pinrang. 
2. Bupe.ti adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. l?emturan Bupati adalah E'eraturan Bupa.ti Pinrang. 
5. Dinas adalah Dinas Perinduatrian, Perdagangan, Energi dan Sumber 

Daya Mineral Kabupaten Pinrang. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdapngan, Energi 

dan Sumber Daya Mineral Kabupe.ten Pinrang. 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawal Apa.ratur Sipil Negara dan 
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di inatansi pemerintah 
eeeuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8 Ptjabat yang Berwenang yang seJa.njutnya diaingkat PyB adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara 9C9Ulli 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Pejabat Pembma Kepegawaian yang selanjumya disingkat PPK adalah 
B ti Pi _ YmL _ .nmng. 

10. Aparatur Sipil Negara adalah istil.ah kelompok pro(esi bagi pegawai­ 
pegawai yang bekerja pada Jnstansi Pemerintah baik di tingkat Pusat 
maupun Oaerah. 

11. Kelompok tugaa sub substansi adal.ah kelompok tugas yang merupakan 
penjabaran tugasjaba,tan administrator. 

12. Tu gas adalah lkhtisar dari kese\uruhan tugaa jabatan. 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
14. Ura.:ian tugas adalah papa.ran atau bentangan atas eemua tugasjaba.tan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegangjabatan. 

BAB !I 
KEDUOUKAN ....,, 

Dinas sebagrumana dimaksud daiam Pasal I angka 5, dipimpin oleh Kepa.la 
E>tnas yang berada di bawah dan benanggung jawab kepada Bu pa.ti melalul 
Sekretaris Daerah. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Po,aJ3 
(I) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 

a. Kcpala Dinas; 

. . 
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b. 8ekTeta.riat terdiri atas: 
I. Subbagum Program; 
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral; 
d. Bidang Pengembangan Perdagangan; 
e. Bidang Kemetrotogian; 
t. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelabana. 

(2) Bagan Struktur Organisa.si Oinas sebagaimana pada ayat (I) tercantum 
dalam lampiran yang R!.erupakaR bagia.n tidak terpisa.hkaH dari PeratUFaH 
Bupati ini. 

BABIV 
TI.JOAS, FUNGSI DAN URAIAN TI.JOAS 

Bagian Kesa.tu 
Kepala Dinas 

Pa,aJ 4 
{I) Kepala Dirtas mempunyai tugaa membantu Bupati menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di Bidang Perinduatrian, Perdagangan, f!:nergi dan 
Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 
pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebegejmana dimaksud pada ayat (11, 
Kepala Dinas menyelenggarakan fungm : 

a. pcrumusan kebijakan urusan pcmerintahan Bidang Perindustrian, 
Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral; 

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, 
Pcrdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral; 

c. pclaksanaan, monitoring, evaluasi dan pc\aporan urusan 
pemerintahan Bidang Perindu&trian, Perdagangan, Energi dan 
$umber Daya Mineral; 

d. pelaklllUlaan adminiatraai Dinas; dan 
e. penyelenggaraan fungei lain yang diberikan okh pimpinan sesuai 

dengan tugaa dan fungainya. 
(J) Uraian tugas Kepa.la Dine.a .ebaga.imana dimakaud pada ayat ( 11, 

meliputi: 
a. mcnyusun rencana kegiatan dinas eebegai pedoman dalam 

pe\aksanaan tugaa; 
b. mendiatribusikan dan memberi pctunjuk pclaksa.naan tugaa; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat eeeuet bidang tupsnya; 
(. merumuskan dan menetapkan Rencana Strat.egis, Rencana Kerja 

dan Rencana Kerja Anggaran Dinas; 
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pernantauan dan evaluasi 

peiabanaan kebijakan daerah di bidang Perindustrian, Energi dan 
SYm�r �YJ:J Min��I, �11a.em�ngiµ, Pef!ffl!W!P.n, K�mem>lpgimi, 
dan Sarana dan Pelaku Distribusi; 

h. merumuskan kebijakan teknis di Bidang 
Perdqa.ngan, Energi dan Sumbcr Daya Mineral; 

dan/atau 
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i. mengoordinir Penyelenggaraan Survey Kepuaaan Masyarakat dalam 
lingkup Dinaa; 

j. melalrukan koordinasi dan konauJtasi dengan kementerian, 
pemerintah provinai dan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit 
lcerja terkait dalam rangka kcl.ancaJ"an tugas; 

k. menctapkan Standar Petayanan dalam hngkup Dirnu; 
I. membina pelaksanaan Siatem Pcngendalian Intern Pemerinta.h 

dalam lingkup Dinaa; 
m. mengoordinir penyuaunan L&poran Kinerja lnatanai Pemerintah 

din as; 
fl. menyelenggarakan monitoring, evalua&i dan pengawasan 

penyclenggaraan kebijakan teknis di Bidang Perinduatrian, Energi 
dan Sumbcr Daya Mineral, Pengembangan Perdagangan, 
Kemetrologian, dan Sarana dan Pelaku Distribuai; 

o. melakukan pembinaan terhadap penyuaunan Standar Operaaional 
Froeedur dalam lingkup Dinaa; 

p. menyelenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lcmbaga 
pemerintah dan non pemerintAh dalam rangka penyelenggaraan 
uruaan Pemerintahan bidang Perdagangan, uruaan pemerintahan 
bidang Perinduatrian dan uruaan pemerintahan bidang Energi dan 
Sumbff Daya Mineral; 

q. menilai kinetja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

r. menyuaun laporan hasil pclaksanaan tugae Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pcrtimbe.ngan kepada Atasan aebagai bahan 
perumuaa.n kebijakan; dan 

s. menyelenggarakan tugas kcdinasan lain yang dipcrintahkan ataean 
seauai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat ...... 

(I) Sekretariat dipimpin oleh Sekretarie yang mempunyai tugaa membantu 
Kepala Dina.a dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan 
pclayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, 
umum, kepcga.waian, hukum, dan keuangan da.lam lingkup Dinas. 

(21 Untuk melaksanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Sekretaria menyelenggarakan rungsi : 
a. pcngoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas; 
b. pcngoonlina.sian pcnyusunan program dan pelaporan dalam lingkup 

DiAaa: 
e. pengoordinaaian uruaa.n umum, kepcgawa.ia.n, dan hukum dalam 

Jingkup Dinaa; 
d. pcngoorclinaaian pcngelolaan administraai keuangan dalam lingkup 

Dinas; dan 
e. penyelensgaraan fungai lrun yang diberikan oleh pimpinan seeuai 

dengan tug.a.a dan fungainya. 
(3) Ura.ian tug.as Sekretaris aebagaimana dimaksud pada ayat (11, meliputi: 

a. menyuaun rencana kegiatan dinaa &ebagai pcdoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

Jingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pclaksanl 
tu gas; 
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b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

Jingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pclaksanl 
tu gas; 
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuBi bidang tugasnya; 
r. membantu kcpala dinas merumuskan dan menetapkan Rencana 

Strategis, Rencana Kerja dan Rcncana Kerja Angganrn Dinas; 
g. menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup 

Dinaa; 
h. menyusun dan membuat Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah 

Dinaa; 
i. mengocrdinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Dinas 

sehingga tcrwujud kooroinui, integrasi, sinkroniaasi dan 
simplifikasi pelakaanaan kcgiatan; 

J. mcngoordinasikan dan melaksanakan penyuaunan, program, 
perencanaan, pengc:ndalian, dan evaluasi eerte pelepcren kinerja 
Dinae; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan a.dminiatrasi 
umum, kepcgawaian dan hukum dalam lingkup Dinas; 

I. mengoordinasikan dan mclaksanakan pelayanan administrasi 
kcuangan; 

m. mcnyelcnggara.kan dan mengoordinasikan administrasi pcngadaan, 
pemcliharaan dan penghapusan barang; 

n. mengooniinasikan dan memfastlitasi kegiatan organisasi dan 
tatalaksana; 

o. menyusun dan mclakaanakan Stander Pe!ayanan delam lingkup 
Dinas; 

p. mengoordinaai.lum pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi dalam lingkup Din11S; 

q. menyelenggarakan rungsi Pejabat Pengelola lnfonna.sl Dokumentasi 
dalam lingkup Dinas; 

r. menyusun \aporan basil pelak:sanaan tugas Sekretariat dan 
m�m�ri)uul � pertjmbangan kepada pimpinan �� J>4ll.� 
perumusan kebijakan; 

s memfaeilitasi pelaksanaan Sistem Pengcndalian Intern Pernerintah 
de.lam lingkup Dinaa; 

t. menyusun Standar Operaaional Proeedur sesuai rincian tugas dan 
ll'.!���-r:! �a!1,1Q.8! �!M:!9M �ra*->'1� Proeedur dala_'!l lj!J&.�P 
Dinaa; 

u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kcbijakan teknis di Bidang Perinduatrian, Energi 
dan Sumber Daya Mineral, Pengcmbangan Perdagangan, 
Kemctrologian, dan Sarana dan Pelaku Distribusi; 

v. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemcrintah dalarn rangka penyelenggaraa.n 
uruaan Pemerintahan bidang Perdaga.ngan, uruaan pemerintahan 
bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan 
Sumber Daya Mineral; 

w. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eeeuai ketcntuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

x. mcnyuaun Japoran haail pclaksanaan tugas Kepa)a Dinas dan 
mcmberikan saran pertimbangan kepada Ataaan sebagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

y. me\aksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
sesuai dengan bidang tugaanya. 
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- 7 - -· Subbagian Program ...... 
(I) Subbagia.n Program dipimpin oleh Kepala Subbagian Program yang 

mempunyai rugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan melakukan pcnyuaunan program, pcnyajian data dan penyuaunan laporan. 

(2) Uraian tugas Kcpala Subbagian Program sebaga.lmana dimakaud pe.da 
ayat ( I), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program eebagai pedoman 
daJam pclaksanaan tugas; 

b. mendiatribusikan dan memt>.m pctunjuk pclaksanaan rugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pclakaanaan tugaa dalam 

lingkungan Dina, untuk menget.e.hui pcrkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, mcma.raf dan/atau 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat eesuai bidang tugasnya; 
f. membantu Sckretaria mcrumuakan Rencana Strategis dan Rencana 

Kerja Dinu; 
g. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kmerja lnatansi 

Pemerintah Dinaa: 
h. mendiatribusikan dan memberi pctunjuk pclakaana.an tugas 

schingga berja1an lancar; 
i. mena,::,ordina.s.ian, menyiapkan bahan data dan infonnasi program 

dan melakukan penyuaunan perencanaan program dan kegiatan; 
j. menyiapkan bahan dan melakukan pcmantauan dan evaluaai 

kinerja; 
k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja 

[)inq.�; 
I. mengumpulkan bahan clan menyusun Rencana Kinerja Tahunan 

dalam lingkup Dinu; 
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program d1U1 

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan 
pe!U!!)�� �ebij�; 

n. metaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran dalarn lingkup Dinu; 

o. menyuaun Standar Operaescnal Prosedur sesuai rincian tugas dan 
melakukan evalua.si Standar Operasional Prosedur; 

p. melaksanakan monitoring, evaJuasi clan pengawasan penyeleng:garaari 
kebijakan telmis di Bldang Subbagian Program; 

q. melaksanakan koordinasi dan konsultaai dengan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah daJam rangka penyelenggaraan uruean 
Pemerintahan bidang Perdagangan, uruean pemerintahan bidang 
Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber 
Daya Mineral; - - · 

r. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seeuai ketentuan 
Peraturan Per Unclang-undangan; 

e. menyusun laporan hasil pelakas.naan tugas Kepa.la Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada At:asan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan' sesuai dengan bidang tugasnya. 
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- 8 - -2 Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

Pa,aJ 7 
(I) S"bhn""�- U " ....._...., mum, Kepcgawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum yang mempunyai tugas 
membantu Sekretaria dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan, pclayanan informasi, administrasi pengadaa.n 
pemeliharaan dan pcnghapusan barang, urusan rumah tangga aerui'. 
mengelola administrasi kepegawaian dan hukum daiaJn lingkup Dinas. 

(2) UraillA rugas Kepa.Ja Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
sebagaimana dimaksud pe.da ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepcgawaian dan 

Hukum aebe.gai pedoman daJam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan membcri petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengcvaluasi pclakeanaan tugae dalam 

lingkungan Dinai, untuk mengetahui perkembangan pe\aksanaan 
tugu; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/ai.au 
menandatangani naakah dinas; 

1. mengikuti rapat.rapat sesuai bidang tugaanya; 
f. melaksanakan dan mengevaluasi pelakaanaan Survey Kepuasan 

Masyaraka.t lingkup Dinas; 
g. membantu sekret.aris menyusun dan membuat Laporan Ana.li•is 

Jabatan, Analiais Bebe.n Kerja dan Evaluasi Jabatan; 
h. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
1. melakukan administra.si dan pendisuibullian naskah dinas masuk 

dan keluar; 
j. melakukan pengelolaan araip naska.h dinas dalam lingkup Dinas; 
k. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 
�i::listriJ>u11ian, pe�lih�. jnyenuµiaa,i pall �ngnl!.p�AA!l 
bamng; 

I. menyiapkan bahan dan menyusun daft.ar inventarisasi barang serta 
menyusun laporan barang inventaris; 

m. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan uruean 
ru'!!M �� Qir.!l,8; 

n. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pclayanan dan melakukan 
evaluasi dalam lingkup Dinas; 

o. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informasi aerta fasilitasi pelayanan informaai dan 
pengaduan dalam lingkup otnas; 

p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi 
pelaksanaan Sistem Pcngendalian Intern Pcmerintah dalam lingkup 
Dinas; 

q. mempersiapkan dan mengoordinaaikan pelakaanaan rape.t dinas, 
upacara bendera, kehumasan dan keprotokoleran dalam lingkup 
Dlnas; · - - 

r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran 
pegawai; 

s. mengoordinasikan dan memfasilitasi admmistrasi surat tugaa dan 
perjalanan dinas pega.wai; 

t. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegla.tan 
orga.nieasi dan tatalaksane; 

u. melakaanakan pengumpulan bahan Pcnilaian Mandiri Pelaksanaan I Reformasi Birokrui (PMPRBJ dalain lingkup Dinas; 
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pelaksanaan Sistem Pcngendalian Intern Pcmerintah dalam lingkup 
Dinas; 

q. mempersiapkan dan mengoordinaaikan pelakaanaan rape.t dinas, 
upacara bendera, kehumasan dan keprotokoleran dalam lingkup 
Dlnas; · - - 

r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran 
pegawai; 

s. mengoordinasikan dan memfasilitasi admmistrasi surat tugaa dan 
perjalanan dinas pega.wai; 

t. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegla.tan 
orga.nieasi dan tatalaksane; 

u. melakaanakan pengumpulan bahan Pcnilaian Mandiri Pelaksanaan I Reformasi Birokrui (PMPRBJ dalain lingkup Dinas; 
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v. menyiapkan bahan dan mengelota adrninistrasi kcpegaw9.1an da1am 
lingkup Dinas; 

w. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber de.ya manuaia 
aparatur dalam lingkup Dinas; 

x. menyiapkan bahan pemmusan kebijakan pembinaan, peningkatan 
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan aparatur s.ipil Negara dalarn 
Jingkup Dinas; 

y. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan 
produk hukum di lingkup Dinu; 

z. mengumpulkan bahan, mengoordinaskan dan menindak.lanjuti 
le.porllfl haeil pemerikaaan dalam !ingkup Dina.a; 

aa. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur seauai 
rincian tugas dan melakukan evaluasi St.andar Operaaional Proacdur 
dalam lingkup Dinae; 

bb. melaksanakan monitoring, cvaluaai dan pcngawasan penyelenggaraan 
kebijllkan tcknia di Sidang Subbagian Umum, Kepcgawaian dan 
Hukum; 

ex. mela.ksanakan koordinasi dan konsultaai dengan lembap pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemenntaha.n bidang Perdagangan, uruee.n pemerintahan bidang 
Pertnduetrtan dan wusan pemerintahan bid.ang Energi dan Sumber 
Daya Mineral; 

dd. menilai kinerja �wai Apara.tur Sipil Negara seaua:i ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

ee. menyuaun laporan haail pelakaanaan tugas Kepa.la Dinas dan 
membenkan saran pertimbangan kq)ada Atasan sebagai bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugaanya. 

Panwaf3 
Subbagian Keuangan 

PaMI 8 
(IJ Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang 

mempunyai tugas membal'ltu Sekntaris dalam mengumpulkaf:t bakan 
dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan dalam 
lingkup Dinas. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimakaud pada 
ayat (II, meliputi: 

a. menyusun renoana kegiatan Subbagian Keuangan eebegai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas: 

b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelak!:18.naan tugas; 
c. memant.au, mengawaai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas da!am 

lingkungan D1naa untuk menget.ahui perkembangan pelakaanaan 
tugaa; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naska.h dinas; 

e. mengikuti re.pat-rapat seauai bidang tugaanya; 
(. membantu Sekretaria menyiapkan bahan, menyusun dan 

merumuskan Dokumen Pelaksana.an Angpran lingkup Dinas; 
g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyuaun rencana 

kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran I dinas; 
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h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pcnatausahaan 
keuangan dinas; 

1. mengoordinasikan pclakaanaan akuntansi pcngeluaran dan 
pcnerirnaan keuangan dalam lingkup Dinas; 

j. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dalam lingkup Dinas; 
k. menyusun reahsasi pcrhitungan anggaran dalam lingkup Dmas; 
I. mengcvaluasi pclaksanaan tugas bcndaharawan dalam lingkup 

Dinas; 
m. mengumpulkan bahan, mengoordlnasikan dan menindaklanjuti 

laporan hasil pcmeriksaan keuangan dalam lingkup Dinas; 
n. menyusun dan melaksanakan Standa.r Operaeional Preeedur seauai 

rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional 
Prosedur; 

o. melaksa.nakan monitoring, evaluaai dan penga-san 
pcnyelenggaraan kebijakan teknis d1 Bidang Subbagian Keuangan; 

p. melaksanakan koordinas.i dan konaultasi dengan lembaga 
pcmerintah dan non pcmerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pcmerintahan 
bidang Penndustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan 
Sumbcr Daya Mineral; 

q. mcnilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eesuai Htentuan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

r. menyuaun laporan hasil pclaksanaan tugas Kepala Dinaa dan 
membcrikan saran pcrtimb&ngan kepe.da Atasan eebegai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

s. me!aksanakan tugas ktdinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagiarl Ketiga 
Bidang Pcrindustrian, Energi dan Sumbcr Daya Mineral 

Pa..J9 
(1) Bidang Perindustrian, Energi dan Sumbcr Daya Mineral dipimpi.n oleh 

Kepala Bidang Penndustnan, Energi dan Sumber Daya Mineral yang 
mempunyai tugas mcmbantu Kepala Dinas melaksanakan pcnyiapan 
pcrumusan, pclakaanaan, evaluaai dan pelaporan kebijakan daerah di 
Bidang Perindustrian, Energi dan Sumbcr Daya Mineral. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat P), 
Kepa.la Bidang Perindustnan, Encrgi clan Sumbcr Daya Mineral 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pcnyusunan kebijakan teknis dan penyelengg8.T8AA tugas program 

dan kegsatan Bidang Perindustrian, Energi dan Sumbcr Da,ya 
Mineral; 

b. pcmbinaan, pcngoordinasian, pengendalian dan pcngawasan 
program dan kegiatan Bidang Pcrindustrian, Encrgi dan Sumber 
Daya Mineral; 

c. pcnyelenggaraan monitoring, evaluaai, dan pclaporan tuga.s 
program dan kegiatan Bidang Pcrindustrian, Energi dan Sumbcr 
Daya Mineral; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan aesuai 
dengan tuga11 dan fungliinya. 

(3) Uraian tugas Kcpe.la Bkl.ang Perindustrian, Energi dan Sumbcr Da,ya 
Mineral eebagaimana dimaksud pad a ayat ( IJ, meliputi: 
a. menyusun rcncana kegiatan Bidang Perindustrian, Energi dan 

Sumber Daya Mineral sebagai pcdoman da1am pclaksanaan tug.as; 1 
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b. mend.iatrlbuaikan dan member! petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawaei dan mengevaluasi pelakaanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembBngan pelak:sanaan 
tugaa; 

ha,n \ 

dan/atau 

pelaporan 

memaraf 

evaluaai dan 

d. menyusun rancangan, mengoreka:i, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat aeauai bidang tugasnya; 
f. menyiapkan perumuaan, pelaksanaan, eva.lua.ai dan pelaporan 

kebijaka.n pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan 
konsultan industri untuk induatrl unggulan Daerah; 

g. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaperan 
kebijaka.n pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaJuran, 
&erte. pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam 
Daerah; 

h. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, eva.lua.ai dan pelaporan 
kebijakan pengcmbangan dan pemanfaatan Teknologi Industri 
Daerah; 

i. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, eva.luasi dan pelaporan 
kebijakan perjanjian kerja same serta pelaksanaan adminiatn.ai 
kerja sama Daerah; 

j. menyiapkan perumusan, pelak:sanaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan fa.mitasi pemberian perizinan bidang induatn, 
pemantauan dan pengawasan kepatuhan usa.ha, dan pemberian 
sank&i administratif untuk pelanggaran lzin Ueaha lnduatri kecil, 
lzin Usaha lndustri Menengah dan lzin Use.ha Kawasan Industri 
yang innnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; 

k. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan fasilitasi pengcmbangan Wilayah Pusat Pertumbuhan 
lndustri, Kawaaan lnduatri, dan Jnfraatruktur penunjang induatri 
yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; 

I. mrn�pkan perumusan, P.Cum.MOM'l, ev�lJll-iti d,m �)aponJn 
kebijakan standanhsa&i induetri yang izinnya dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah; 

m. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluaai clan pelaporan 
kebijakan pengcmbangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovaSJ 
Daerah· 
- ... -·· n. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan promoai inveataai dan f.aailitaa1/inaentif di bidang 
penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; 

o. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan pengelolaan sistem infonnasi industri di Daerah; 

p. menyiapkan penlmusan, pe:l.aksanaan, evaluaai dan pelaporan 
kebijakan pembangunan dan pemberdayaan induatri kecil dan 
induatri menengah unggulan Daerah; 

q. menyiapkan perumusan, pelakaanaan, evaluaai dan pelaporan 
kebijakan pembinaan induatri hijau untuk mduatri unggulan 
Daerah; . 

r. menyuaun dan melaksanakan atandar operaaionaJ prosedur aeauai 
rincian tugas dan melakukan evaluasi standar operasional 
proaedur; 

s. menyelenggarakan monitoring, evaJuaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian, Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

t. Menyelenggarakan monitoring, 
pe:Jakaanaan kegiatan; 

·- 
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pe:Jakaanaan kegiatan; 

·- 
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u. menginventarlsasi dan mengkaji penna .... tahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyutpkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

v. menyelenggarakan koordina.si dan koneu\tasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan 
brdang Penndustrian clan urusan pemerintahan bidang Energi dan 
Sumber Daya Mineral; 

w. menilai kinerja Pegawal Apara.tur SipU Negara aeeuai Ketentuan 
Pera.turan Per Undang-undangan; 

JI:. menyusun lape,an haai1 pelak&anaan tugaa Kepa.la Dinu dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atuan sebagai bahan 
pervmuean kebijakan; dan 

y. melakaa.nakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ataaan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Pengembangan Perdagangan 

Pasal 10 
(I) Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang 

Pengembangan Perdagangan yang mempunyai tugae membantu Kepala 
Dinas dala.m melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan 
Q!l_r:! ?e!!':k�!4tr:! ��9ij!l�J!, �rn9!_n� ��!�, eva:!�8.!i � 
pelaporan pc:Jaksanaan d1 bidang pengembangan perdagangan meliputi 
pengembangan perdagangan luar ncgeri, pengendalian barang pokok 
dan penting, dan pengawasan barang pokok dan penting sena barang 
yang diatur. 

(2) Untuk melaksana.kan tuaas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan menyclenggara.kan l'ungsi: 
a. pcnyusunan kebija.kan tekn.is dan penyelcngga.raan tugas program 

dan kcgiatan Bidang Pengembangan Pttdagangan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan B,dang Pengembangan Perdagangan; 
c. perl}'elenggara&n monitoring, evaluaai, - dan !)ela!)Oran tu gas 

program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan; dan 
d. penyelengga.raan rungsi lain yang diberikan oleh plmplnan aeauai 

dcngan tugas clan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana 

dlmaksud pada ayat (I), meliputl· 
a. menyusun rencana kcgiatan Bidang Pengcmbangan Perdagangan 

aebapj pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendietribusikan dan memberi petunjuk pelaksa.naan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalron 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat aesuai bidang tugasnya; 
f. menyelenggara.kan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, 

pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ckspor asal 
Daerah; 

g. menyediakan layanan informasi mcnge:nai penyelenggaraan dan 
partisipasi pa.da pameran dagang nasional, pameran dagang lokall 
dan miai dagang dan pmduk ekspor unggulan Daerah; 
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u. menginventarlsasi dan mengkaji penna .... tahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyutpkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

v. menyelenggarakan koordina.si dan koneu\tasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan 
brdang Penndustrian clan urusan pemerintahan bidang Energi dan 
Sumber Daya Mineral; 

w. menilai kinerja Pegawal Apara.tur SipU Negara aeeuai Ketentuan 
Pera.turan Per Undang-undangan; 

JI:. menyusun lape,an haai1 pelak&anaan tugaa Kepa.la Dinu dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atuan sebagai bahan 
pervmuean kebijakan; dan 

y. melakaa.nakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ataaan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Pengembangan Perdagangan 

Pasal 10 
(I) Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang 

Pengembangan Perdagangan yang mempunyai tugae membantu Kepala 
Dinas dala.m melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan 
Q!l_r:! ?e!!':k�!4tr:! ��9ij!l�J!, �rn9!_n� ��!�, eva:!�8.!i � 
pelaporan pc:Jaksanaan d1 bidang pengembangan perdagangan meliputi 
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tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat aesuai bidang tugasnya; 
f. menyelenggara.kan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, 

pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ckspor asal 
Daerah; 

g. menyediakan layanan informasi mcnge:nai penyelenggaraan dan 
partisipasi pa.da pameran dagang nasional, pameran dagang lokall 
dan miai dagang dan pmduk ekspor unggulan Daerah; 
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h. menyelenggarakan dan partisipaal daiam kampanye pcncitnuui 
produk ekapor akala Provinsi (lintas Oaerah); 

i. menerbitkan aurat keterangan aaal; 
j. menyelcnggarakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam 

rangka pengembangan ekspor untuk perluasan ak.!les pasar produk 
ekspor, 

k. menyelenggarakan pengembangan produk lokal; 
I. menyelenggarakan pcngembangan sarana dan iklim uaaha; 
m. menyelenggaraka.n pcningkatan pcnggunaan produk dalam neger1; 
n. menyelenggarakan promoai dan peningkatan akses pasar; 
o. menyelenggarakan koordinaai penyedie.an data dan iRf9l"Rlaai 

pclaku usaha scktor pcrdagangan, khususnya pclaku usaha mikro 
kecil menengah aektor perdaga.ngan; 

p. menjamin keteniediaan barang kebutuhan pokok dan barang 
pen ting di Daerah; 

q. mcnyelenggarakan p,mantauan diatribusi dan keter&ed.iaan barang 
kebutuhan pokok dan barang pen ting di Daerah; 

r. menyelenggarakan koordinasi lint.as sektoral untuk ketersediaan 
barang kebutuhan pokok dan be.rang pcnting di Daerah; 

a. menyelenggarakan pcmantauan harga dan stok dan peecken 
barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah; 

t. mclaksanakan menyediakan data dan informasi harga 8Crta 
keteraediaan atok dan paaokan barang kebutuhan pokok dan 
barang pcnting di Daemh; 

u. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam 
rangka stabilisa.ai harga pangan pokok di Oa.crah; 

v. mcnyelenggarakan pclaksanaan koordinasi dengan stakeholders 
untuk pcnyelenggaraan opcraai pasar dan/atau pasar murah di 
Daerah; 

w. mcnyelenggarakan pcngawasan pcngadaan dan penyaluran be.rang 
ktbuiuh� pqkqk Mn bfuwtg �ntulg di QMl'l!h; 

x. menyelenggarakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan 
penggunaan pupuk bcraubaidi di Daerah; 

y. menyelenggarakan koordinaai dengan Komisi Pengawaa Pupuk dan 
Peatiaida Kabupa.ten, produacn, distributor, dan pengcccr di 
Daerah. 

z. DleO��un dan melaksanakan standar opcrasional proacdur 9C8Uai 
uraian tugaa dan melakukan evaluaai standar opcruional 
proscdur; 

aa. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyeienggaraan kebijakan tcknis di Bidan,!!; Pengembangan 
Perdagangan; 

bb. menydenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pcnyelengga.raan 
urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan 
bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan 
Sumber Daya Mineral; · - - 

cc. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai ketcntuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

dd. menyusun laporan hasil petak:sanaan tugas Kepala Oinas dan 
membcrikan saran pertimbangan kepe.da Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

ee. melaksanakan tu gas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan t IICBUai dengan bidang tugasnya. 
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Bagian Kelima 
Bidang Pcrlindungan Konsumen 

Pasal 11 
(1) Bidang Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Bidang 

Perlindungan Konsumen yang mempunyai tugas membantu Kepala E>inas 
menyusun reneana, pelaksanaan, pembinaan dan pcngawasan dalam 
Bidang Pcrlindungan Konaumen, penyelenggaraan metrologi legal dan 
pengawasan barang bcredar dan jasa. 

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kcpa]a 
Bidang Pertindungan Konsumen menyelenggarakan funpi : 
a. penyuaunan kebijakan tcknia dan penyelenggaraan tugas program dan 

kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pcngendalia.n dan pengawaaan program 

dan kegiatan Bidang Pcrlindungan Kommmen; 
e. pcnyelenggaF!lElJI monitering, evalua&i dan pelaponm tugas program 

clan kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang dibcrikan oleh pimpinan &eSuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pcrlindungan Konsumen sebagaimana 

dimaksud pe.da ayat (1), mc!iputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pcrlindungan Konsumen sebegai 

pedoman dalam pclaksanaan tugaa; 
b. mendiatribuslkan dan membcri pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memanta.u, mengawaei dan mcngevalua!U pclaksanaan tugas dalam 

lmglcungan Dmae untuk mengetahui perkcmbangan pclakaanaan 
tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, meman.f dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. mcnyelengga.rakan koordinasi dan ketjasama denaan Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan instanai 
terkait lainnya dalam rangka ainkron1aui program dan kegiatan; 

g. memfasilitasi dan melaksanaka.n pelayanan kegratan tera ulang alat 
Ukur, Takar, Timbang dan Pcrlengkapannya (UTIP); 

h. meningk,JIJut.n penpw,i.MJl !:wJ!.ng bereder dan j�� YMI P•�k4n. 
dijual, ditawarkan dan dipamcrkan; 

I. menyelenggara.kan aosialiaaai, bimbingan dan penyuluhan 
perlindungan konsumen, metrologi legal dan pcngawasan barang 
bcredar dan jasa; 

j. ffi�!!j!]�t!gl.n pep��h�AA ��1, � ��ffipj!AA_ �U!I!� pa_y� 
Manuaia pcmbina, perlindungan konsumen, metmlogi legal dan 
pengawasan barang bcredar dan jasa; 

k. menyelenggarakan koordinasi instansi terkait dalam rangka 
memperlancar tugas; 

I. menyuaun dan melaksanakan Standar Opcrasional Prosedur sesuai 
rincian tugas dan mcla.kukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

m. menyelenggarakan monitoring, evaluasl dan pcngawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Konsumcn; 

n. menyelenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lcmbaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pcnyelenggaman 
\.lrusan Pcmerintahan bidang Pcn:lagangan, Urusaii pemeriiita.han 
bidans Pcrindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan 
Sumbcr Daya Mineral; 

o. menilai kinerja Pegawai Apara.tur Sipil Negara sesuai ketentuan\ 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

Bagian Kelima 
Bidang Pcrlindungan Konsumen 

Pasal 11 
(1) Bidang Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Bidang 
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j. ffi�!!j!]�t!gl.n pep��h�AA ��1, � ��ffipj!AA_ �U!I!� pa_y� 
Manuaia pcmbina, perlindungan konsumen, metmlogi legal dan 
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k. menyelenggarakan koordinasi instansi terkait dalam rangka 
memperlancar tugas; 

I. menyuaun dan melaksanakan Standar Opcrasional Prosedur sesuai 
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n. menyelenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lcmbaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pcnyelenggaman 
\.lrusan Pcmerintahan bidang Pcn:lagangan, Urusaii pemeriiita.han 
bidans Pcrindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan 
Sumbcr Daya Mineral; 

o. menilai kinerja Pegawai Apara.tur Sipil Negara sesuai ketentuan\ 
Pcraturan Per Undang-undangan; 
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p. menyuaun taporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pcrtimbangan kep&da Atasan sebagai bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

q. melaksanakan tugaa kedinasan lain yans diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tupanya. 

Bagian Keenam 
Bidang Sarana dan Pelaku Distribuai 

Pasal 12 
(I) Bidang Sarana dan Pelaku Diatribusi dipimpin oleh Kepala Bidans 

Sarana dan Pclaku Distribusi yang mempunyai tugas membantu 
Kepala Dinas dalaln pcnyiapan koordina.si, fasilita.si pcrumuaan dan 
pelakaanaan kcbijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pclaporan 
pelaksanaan di bidang pembangunan sarana distribusi, pembinaan 
sarana distribuai, dan j)e1aku distribuai. · 

(2) Untuk mclaksanakan tugas aebagaimana dunaksud pada ayal (1), 
Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi mcnyclcnggarakan 
fungsi: 
a. pcnyusunan kebijakan tcknia dan pcnyclcnggaraan tugas program 

dan kcgiatan Bidang Sarana dan Pclaku E>istribusi; 
b. pcmbinaan, pcngoordinasian, pengcndalian dan pcnpwasan 

program dan kcgiatan Bidang Sarana dan Pclaku Distribusi; 
c. pcnyclcnggaraan monitoring, evaluasi, dan pclaporan tugas 

program dan kegiatan Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi; dan 
d. pcnyelenggaraan funssi Jain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dcngan tugas dan fungsinyL 
(3) Uraian tugae Kcpala Bidans Sarana dan Pelaku Diatribusi 

sebagaimana dimakaud pada ayat (1), mcliputi: 
a. menyusun rencana kcgiatan Bk:lang Sarana dan Pelaku Distribusi 

sei:Jftgai pcEloman dalam pelakeanaan tugas; 
b. mendiatribusikan dan memberi pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, menpwasi dan mcngcvaluasi pclaksanaan 1ugas 

dalam lingkungan Dinas untuk mcngetahui perkembangan 
pelakssnaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani n&Bkah dinas; 

e, mengikuti rapat·rapat 11eauai bidang tugasnya; 
f. menyusun pedoman pcngelolaan manejemcn sarana distribusi 

perdqangan dan penerbitan izin uaaha pengelolaan pasar rakyat, 
pus.at perbelanjaan dan toko awalayan serte Tanda Daftar 
Gudang; 

g. mcnyclenggarakan identifikasi dan u,uian 
pcmba.ngunan/revitaliaasi sarana diatribusi; 

h. menyelenggarakan pcmbangunan/ revitalisasi aarana distribusi 
perdapngan; 

i. menyelenggarakan monitoring pembangunan/revitalisasi dan 
pengelolaan sa.rana distribusi pcrdaganpn: 

j. mcnyelcnggarakan pembina.an kepada para pengclola sarana 
distribusi perdqangan di Da.erah; 

k. m�l'lY�l�P� �ngcµiJ:1.!:!ngan koqipcteqitj P.CR�lo� �11, 
distribusi pcn:lagangan di Daerah; 

I. menyclenggarakan evaluaai ldnerja pengelotaan aarana distribusi \ perdaganp.n di Daerah; 
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perdqangan dan penerbitan izin uaaha pengelolaan pasar rakyat, 
pus.at perbelanjaan dan toko awalayan serte Tanda Daftar 
Gudang; 

g. mcnyclenggarakan identifikasi dan u,uian 
pcmba.ngunan/revitaliaasi sarana diatribusi; 

h. menyelenggarakan pcmbangunan/ revitalisasi aarana distribusi 
perdapngan; 

i. menyelenggarakan monitoring pembangunan/revitalisasi dan 
pengelolaan sa.rana distribusi pcrdaganpn: 

j. mcnyelcnggarakan pembina.an kepada para pengclola sarana 
distribusi perdqangan di Da.erah; 

k. m�l'lY�l�P� �ngcµiJ:1.!:!ngan koqipcteqitj P.CR�lo� �11, 
distribusi pcn:lagangan di Daerah; 

I. menyclenggarakan evaluaai ldnerja pengelotaan aarana distribusi \ perdaganp.n di Daerah; 
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m. menyelenggarakan pelayanan rekomenda.sl penerbitan izin usaha 
pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan 
aerta tanda dafulr gudang; 

n. menyuaun pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran 
Waralabe. untuk penerirna waralaba dari waralaba dalam negeri, 
penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negen, dan 
penerima waralaba lanJutan dari waralaba luar negcri; 

o. menyelenggare.kan pelayanan rekornendasi Penerbitan Surat 
Tanda Pendaftaran Waralaba untuk penerima waralaba dari 
waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralebe 
dalam negeri, dan penerima waralaba lanjutan dan wiU&.laba luar 
negeri; 

p. menyusun pedoman penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol Oolongan B dan C untuk pengece:r dan 
penjual langaung minum di tempat eerta pedoman pemberian 
n,komendaai penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar; 

q. menyelenggarakan pelayanan rekomendasi penerbitan Surat lzin 
Usaha Perdagangan Minuman Beralkoho\ Golongan B dan C 
untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat; 

r. menyelenggarakan pembentukan tim terpadu minuman 
berallrohol Oolonsan 8 da.n Oolongan C untuk pengecer dan 
penjual langsung rmnum di tempat dalam rangka pela.ksanaan 
pengendalian, pengawa.sa.n, perizinan Surat Izin Usaha 
Perdagangan Minuman Beralkohol dan pen:daran minuman 
beralkohol; 

s. menytltng&arakan pembentukan tim pemerikaeen dan 
pengawasru1 fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemaaan 
dan pelabelan bahan berbahaya; 

t. menyelenggarakan pemeriksaan fuilita.s penyimpa,,an ba.han 
berbahaya dan pengawuan distribusi, pengemasan dan pelabelan 
� tierbffha.YI!-; 

u. menyelenggacakan pelaksanaan pengawaaan fasilitas 
penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, dan ant.er pulau, 
pengemasan dan pelabelan bahan berbaha,ya; 

v. menyelenggarakan pelayanan rekomendaai penerbitan PKAPT; 
w. m�.Y1-!!l:ff! �HI-P9!'!L!'! ��pjty.Hl,�j perdaprtg� �yu �w pu!!!.1.!; 
x. menyelenggara:kan pembinaan SlUP dan TDP atau izin usaha 

bidang perdagangan; 
y. menyusun dan metakaanakan atandar operasional prosedur 

sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi standar operasional 
prosedur; 

z. menyelenggarakan monitoring, evaluas1 dan pengawasan 
penyelenggaraan kebiJakan teknia di Bidang Sarana dan Pelaku 
Diatribusi; 

aa.Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan hasil kegiatan; 

bb. inenyelenggarakan kOOrdinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan 
btdang Penndustrian dan urusan pemerintehan bidang Energi dan 
Sumber Daya Mineral; 

cc. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepe.da Atasan sebagai bahanl perumu9Qn kebijakan; dan 
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ee. meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ataaan 
aeauai dengan bidang tugasnya. 

BABY 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 

Pasal 13 
(I) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral dapat membentuk 

stjumlah kelompok jabatan fungsional dan pelaksana aeauai dengan 
kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(l) Kelempek Jabatan P'ungai&nal d- pelakfRu:la Nbqaiman.a dhnakauG 
J)ll(ia ayat (I) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pclaksana maaing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan dengan berpedoman pada pcngaturan 
aistem kerja. 

BAB VJ 
TATA KERJA 

Bagi.an Kesatu 
Pelakaanaan Tugaa dan Pungsi 

Pua! 14 
(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 

kebijakan umum yang d1tetapkan oleh Bupati sesuai dengan pcraturan 
pcrundang-undangan; 

(2) Kepala Dine.a, Seicretaris, Kepa.la Bidang, Kepa.la Subbagian, Pejabat 
Pungsional, dan Pelakaana dalam !ingkup Dinaa melaksanakan tugaa 
dan fungsi aesuai dengan ketentuan pcraturan pcrundang-undangan, 
aeTta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, 
sinkronisasi, simplifikaai, akuntabilitas, transparansi, sena efektifita.a 
dan efisienai, eeeuer dengan ketentuan Peraturan Perundang·Undangan; 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Btdang, Kepala Subbaglan, dalam 
tingkungan Dine.a mengembang.kan koordinasi dan kerjaaama dengan 
instansi pcmerintah/swasta terk.ait dalam rangka meningkatkan kinerja 
dan memperlancar pela)u1an1Uln tups dan fungsi Dinas. 

Bagian Kcdua 
Pengcndalian dan Evaluasi, aerta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal JS 
(II Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala. Subbagian dalam 

tingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan 
pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara 
berkala dan/atau aesuai kebutuhan; 

(2) Kcpala Oinas, Sckretaris, Kepala Bldang, Kepala Subbagian, Ptjabet 
Fungaional, dan Pelaksana dalam lingkungan Oinas wajib mematuhi 
pctunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
masing-m.a.sing; 

(3) Kepala Dinaa, Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbetpen dan dalarn 
lingkungan Oinas melaksanakan pengawasan aesuai dengan ketentuan\ 
peraturan perundang-undangan. 
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BAB VII 
KETEN1UAN PERAUHAN 

Paaal 16 
Ketcntuan yang mengarur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pmrang 
Nomor 68 'f'ahun 2021 tentang Keduduka.n, Susurnam 6rganiaasi, 'f'uga.s dan 
Fungai aerta Tat.a Kerja Dinaa Perinduatrian, Perdagangan, Energi dan 
Mineral fBerita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 68), tetap 
berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang sistcm kerja 
pada pemenntah daerah. 

BAB VI 
KETENTUANPENUTUP 

Paaa1 17 
Dengan berlakunya Penuuran Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
68 Tahun 2021 ten tang Kedudukan, Susumam Organisa.si, Togas dan F'ungsi 
9ert.a Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral 
(Bent.a Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun 2021 Nomor 68) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Pinrang. 

Ditctapkan di Pinrang 
pada ranggal a. Mtl toi.", 
BUPATI PINRANO 

Oiundangkan di Pinr'jlng 
pada tanggal C6 � ...,,.,... 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

BU A A 

BERIT DAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 
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